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Abstrak
 

Pada praktiknya, peralihan hak atas tanah tersebut mengalami konvergensi antara keberlakuan hukum

agraria nasional dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria (“UUPA”) serta peraturan-peraturan pelaksananya. Salah satu problem yang muncul ialah berkaitan

dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang didapatkan melalui proses hibah yang

dilakukan tanpa akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan terjadi pada kurun waktu sebelum berlakunya

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP Pendaftaran Tanah”). Dengan

demikian, tesis ini hendak meneliti berkaitan dengan: (a) bagaimana hukum agraria Indonesia mengatur

mengenai peralihan hak atas tanah melalui proses hibah yang dilakukan tanpa akta PPAT dan (b) bagaimana

perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang didapatkan melalui proses hibah yang dilakukan

tanpa akta PPAT dan terjadi pada kurun waktu sebelum berlakunya PP Pendaftaran Tanah. Adapun terhadap

penelitian yang ada berikut menggunakan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Limboto Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Lbo. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa UUPA memuat hibah atau

penghibahan sebagai salah satu perbuatan yang ditempuh untuk memindahkan hak milik. Kebiasaan ini

dikristalisasi sebagai hukum yang hidup dan, melalui sinkretisme hukum, dipadukan oleh hakim kepada

konteks UUPA mengenai hibah (yang seharusnya harus dengan akta PPAT, tetapi menjadi tidak perlu dalam

konteks sengketa Putusan Pengadilan Negeri (PN) Limboto No. 2/2021). Berlandaskan hal ini, surat

penyerahan hibah tanpa akta PPAT pun dianggap oleh hakim sebagai persetujuan yang kemudian mengikat

bagi pihak yang membuatnya dan sah di mata hukum.

......In practice, the transfer of land rights experienced a convergence between the application of national

agrarian law in Law (UU) Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (“UUPA”) and its

implementing regulations. One of the problems that arise is related to legal protection for holders of land

rights obtained through a grant process which is carried out without a certificate of land certificate maker

(Land Deed Official or Pejabat Pembuat Akta Tanah-“PPAT”) and occurred in the period before the

enactment of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration (“Government

Regulation on Registration land"). Thus, this thesis aims to examine: (a) how Indonesian agrarian law

regulates the transfer of land rights through a grant process carried out without a PPAT deed and (b) how

legal protection for land rights holders is obtained through a grant process carried out without PPAT deed

and occurred in the period before the enactment of the PP on Land Registration. As for the existing research,

the following will use a case study approach to the Limboto District Court Decision Number

2/Pdt.G/2021/PN.Lbo. From this research, it was found that UUPA contains grants or grants as one of the
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actions taken to transfer property rights. This custom was crystallized as a living law and, through legal

syncretism, was integrated by judges into the context of UUPA regarding grants (which should have been

with the PPAT deed, but became unnecessary in the context of the disputed Limboto District Court Decision

No. 2/2021). Based on this, the grant submission letter without the PPAT deed is also considered by the

judge as an agreement which is then binding on the party who made it and is legal in the eyes of the law.


